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MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu menetapkan jadwal retensi arsip
fasilitatif nonkeuangan dan nonkepegawaian,;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian,
perlu mengatur jadwal retensi arsip fasilitatif nonkeuangan
dan non kepegawaian,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di lingkungan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara atas
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 /Per/M.KUKM/
IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
NONKEUANGAN DAN NONKEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip fasilitatif
nonkeuangan dan nonkepegawaian.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan dan penyelamatan arsip.

Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian
adalah arsip yang berkaitan dengan bidang nonkeuangan
dan nonkepegawaian.

JRA Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian adalah
daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif nonkeuangan dan
nonkepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya
sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai
pedoman penyusutan arsip fasilitatif non keuangan dan
non kepegawaian.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah
arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit

pengolah ke wunit kearsipan, penyerahan arsip statis
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, dan
pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunannya bagi kepentingan pengguna arsip.

Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan
pada kegunaan arsip bagi kepentingan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan
pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi
lain dan atau kepentingan umum di luar Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan digunakan
sebagai bahan bukti pertanggungjawaban.

Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata
sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh
suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang
sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang
sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena
beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan,
penerimaan, atau penggunaannya.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis
arsip pada unit pengolah.

Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis
arsip pada unit Kearsipan/Pusat Arsip.

Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan
bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka
waktu penyimpanan telah habis dan tidak meiliki nilai
guna lagi.

Keterangan  Permanen  adalah  keterangan  yang
menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna
sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan
kepada ANRI sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai
dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang

menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat
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ditentukan rekomendasi akhirnya apakah dimusnahkan
atau dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan penilaian

dan pengkajian kembali.

Pasal 2
JRA Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah dengan persetujuan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia.
JRA Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah  digunakan  sebagai pedoman  dalam
penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Fasilitatif
Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
JRA Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah memuat jenis arsip, retensi, dan keterangan.
Ketentuan mengenai JRA Fasilitatif Nonkeuangan dan
Nonkepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Retensi Arsip untuk Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan
Nonkepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan untuk retensi aktif dan
retensi inaktif.
Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif
berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah;
dan

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

untuk kepentingan unit kerja terkait dan
kepentingan lembaga.
Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan
diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah
selesai diproses.
Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa

simpan aktifnya.

Pasal 4

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip

dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai

kembali, atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan
pertimbangan:

a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa
akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna
lagi;

b. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip
yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa
hukum atau perselisihan; dan

c. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap
memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna

sekunder.

Pasal 5
JRA Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah digunakan sebagai dasar untuk
menyusun  JRA Fasilitatif = Nonkeuangan  dan
Nonkepegawaian bagi Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.
Dalam menetapkan JRA Fasilitatif Nonkeuangan dan
Nonkepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah harus:
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a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas jangka
waktu penyimpanan sesuai dengan pedoman retensi;
dan

b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman

retensi.

Pasal 6

Jenis Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di

lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, meliputi:

a.

o

& o

5o o

e

perencanaan yang tidak tercantum dalam arsip
keuangan;

hukum;

organisasi dan ketatalaksanaan;

kearsipan,;

ketatausahaan dan rumah tangga;

hubungan masyarakat;

kepustakaan;

teknologi informasi; dan

pengawasan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016
MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 11 /PER/M.KUKM/IX/2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NONKEUANGAN DAN
NONKEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

RETENSI
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
A [PERENCANAAN
1. Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Koperasi 2 tahun setelah 3 tahun Permanen
dan Ueaha Kecil dan Menengah tdalk berlalku

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master plan (RPJP) Kementerian 2 tahun setelah 3 tahun Permanen
Koperasl dan Uzaha Kecil dan Menengah tdalk berlaku

c. Rencana Strategia (Renatra) 2 tahun setelah 3 tahun Permanen

tidak berlakm
d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Muerenbang) 2 tahun setelah 3 tahun Musnah
tdal berlalu
2. Program Kerja Tahunan

a. Usulan 1init kerja beserta data pendukmng 1 Tahun 1 Tahun Musnah

b. Usulan Kementerian Koperasl dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Program Kerja Tahunan Unit Kerja 2 Tahun 3 Tahun Musnah setelah masuk

laporan tahunan
d. Program Kerja Tahunan Kementerian Koperasi dan Uszaha Kecil dan Menengah 2 Tahun 3 tahun Permanen
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
3. Penetapan / Kontrak Kinerja
a. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3 Tahun 4 Tahun Permanen
b. Pimpinan Unit Kerja 3 tahun 4 Tahun Muenah kecuali Es. 1
Permanen
4. Laporan
a. Laporan Insidental 2 Tahun 4 Tahun Dinilai kembali
b. Laporan Berkala
1) Laporan Harian Unit Kerja 1 Tahun 1 Tahun Musnah setelah menjadi
laporan Triwwlan
2) Laporan Mingenan Unit Kerja 1 Tahun 1 Tahun Musnah getelah menjadi
laporan Triwulan
3) Laporan Bulanan Unit Kerja 1 Tahun 1 Tahun Musnah setelah menjadi
laporan Triwdan
4] Laporan Triwndan Unit Kerja 1 Tahun 1 Tahun Musnah setelah menjadi
laporan Semesteran
5) Laporan Semesteran 1 Tahun 1 Tahun Musnah zetelah menjadi
laporan Tahunan
6] Laporan Tahunan Unit Kerja 2 Tahun 3 Tahun Musnah setelah menjadi
laporan Kementerian
7] Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecdl dan Menengah 2 Tahun 4 Tahun Permanen
c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inetansi Pemerintah (LAKIP)
1) LAKIP Unit Kerja 2 Tahun 3 Tahun Musnah
2] LAKIP Kementerlan Koperaai dan Usaha Kecdl dan Menengah 2 Tahun 3 Tahun Permanen
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RETENSI
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
5. Ewaluasi Program
a. Ewvaluasi program unit kerja 2 Tahun 4 Tahun Musnah setelah masuk
laporan prograom
b. Ewaluasi program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Tahun 4 Tahun Permanen
6. Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/ Selama berlaku 2 Tahun Permanen
Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
7. Monitoring dan Evaluasi Program : 2 tahun 3 tahun Musnah
- Anggaran Unit Kerja
- Anggaran Kementerlan Koperasi dan Uzaha Kecll dan Menengah
- Kerjasama
B |HUKUM
1. Program Legislasi
a. Bahan/materl program legislasi nasional dari Kementerlan Koperasi dan 1 Tahun 1 Tahun Dinilai kembali
Usaha Kecil dan Menengah
b. Program legislasl Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Tahun 3 Tahun Permanen
2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2 tahun setelah 3 Tahun Permanen

- Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai
dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

- Ranecangan Peraturan Pemerintah, termasnk naskah akademilk,
rancangan awal sampai sampai dengan rancangan akhir dan telaah

hukum sampai diundangkan

dinndangkan
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
- Rancangan Peraturan / Keputusan / [netrukel Presiden, termasulk naskah
akademil, rancangan awal samnpal sampad dengan rancangan skhir dan
telaah hukum sampai dinndangkan
Peraturan Menterl Koperasi dan Usaha Keedl dan Menengah termasulk
rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah huloam Belama berlalm 5 Tahun Permanen
gampai dengan ditetapkan.
Keputusan / Ketetapan Menterl Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(mulai dari rancangan awal sampal dengan rancangan akhir dan telaah hudoum)
a. Keputusan Menterl Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen
tidalk berlaknu
b. Keputusan Pejabat Eselon I/I1 2 Tahun setelah 3 Tahun Dinilal kembali kecuall
tdalk berlalu yang beraifat pengatiiran
Permanen
Inatmksi / Surat Edaran
(mulai dari rancangan awal sampal dengan rancangan akhir dan telaah huloum)
a. Inetruksi/Surat Edaran Menterl Koperasi dan Uzaha Kecll dan Menengah 2 Tahun setelah 3 Tahun Dinilal kembali kecuall
tdalk berlaku yang bereifat pengatiiran
Permanen
b. Instruksl/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon I/11 2 Tahun setelah 3 Tahun Dinilal kembali kecuall
tdal berlalku yang bereifat pengatiiran
Permanen
Surat Perintah
a. Surat Perintah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 Talhun setelah 1 Tahun Musnah
tdak berlalm
b. Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon [, II, IIl dan IV 1 Talhun setelah 1 Tahun Musnah
tdalk berlaku
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NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP RETENST KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
7. Standar f Pedoman / Prozedur Kerja / Petunjulk Pelakeanaan / Petunjuk
Tekmnis yang berasifat nasional f regional f instansional termastik rancangan 2 Tahun setelah 3 Tahun Asli Permanen, hasil cetak
awal sampai dengan rancangan akhir, tdalk berlalku musnah
8. Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (Moll) / Kontral: /
Perjanjian Kerjasama :
a. Luar Negeri 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen
tdalk berlaku
b. Dalam Megeri 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen
tdalk berlaku
9. Dolkumentasi Hulmm
b. Eksternal SBampai dengan tdak 1 Tahun Bimpan di Perpustakaan
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan- berlaku
Peraturan yang dijadikan referensi internal.
b. Produk Peraturan Perundangan Kementerian Koperasl dan Usaha Kecil dan Sampai dengan tdak 1 Tahun Adminiatrasi kegiatan
Menengah yang dijadikan referensai. berlaku Musnah, Hasil cetak
dokumentaal hukum
Simpan di Perpustakaan
10. Bogializasi / Penyuluhan / Pembinaan Hulum 2 Tahun 3 Tahun Musnah
- Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosializasi / penyuluhan /
pembinaan hulkum.
- Laporan Haeil Pelakeanaan sosializasi / penyuluhan / pembinaan
hukum
11. Bantuan / Konsultasi Hukum f Advokasi 2 Tahun setelah 3 Tahun Dinilal kemball

Berkas tentang pemberian bantuan /konsultasl hulum (Pidana, Perdata,
Tata Usaha Negara dan Agama)

diperoleh keputusan
berkelnatan hukum
tetap
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
12, Kasus / Sengketa Hulum
a. Pidana 2 Tahun Sampai 3 Tahun Dinilai kemball
Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun keputuzan berkekuatan
pelanggaran : berkekunatan hulkum
- prozes verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan tetap dan dipenuhi
vonis hak dan kewajiban
- berkas pembelaan dan bantuan hukum
- telaah hukum dan opini hukum
b. Perdata 2 Tahun Sampai 3 Tahun Dinilal kemball
Berkas tentang kasus/sengketa perdata : keputuean berkekuatan
- proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan berkelnatan hulamm
vonis tetap dan dipenuhi
- berkas pembelaan dan bantuan hukum hak dan kewajiban
- telaah hukum dan opini hukum
c. Tata Usaha Negara 2 Tahun Sampai 3 Tahun Dinilai kembali
Berkas tentang kasus/eenglketa tata nsaha negara : keputuean berkekuatan
- proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sammpai dengan berkelkuatan hulkum
vonis tetap dan dipenuhi
- berkas pembelaan dan bantuan hukum hak dan kewajiban
- telaah hukum dan opini hukum
d. Arbitrase 2 Tahun Sampai 3 Tahun Dinilai kemball

Berkas tentang kasus/sengketa arbitrase :

proses verbal mulal dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan
vonia

berkas pembelaan dan bantuan huknm

telaah hukum dan opini hulkm

keputuzan berkekuatan
berkekuatan hukiin
tetap dan dipenuhi
hak dan kewajiban
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RETENSI
NQ. JENIS DOKUMEN/ARSIP HKETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
e. Halr Atae Kekayaan Intelelttunal 2 Tahun setelah 3 Tahun Permanen
- Hak Cipta HAKI diperbaharnii
- Hak Paten
13. Perijinan 2 Tahun setelah
Berkas perijinan sejak permohonan aampai dengan diterbitkannya ijin diperbaharni 3 Tahun Mushah
surat jjin.
¢ |ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
1. Struktur Crganiszasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Tahun setelah 3 tahun Permanen
- Pembentukan tdak berlakn
- Pengubahan
- Pembubaran
2. Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 2 Tahun setelah 3 tahun Permanen
tdal berlalm
3. EBEwaluasi Kelembagaan 2 Tahun setelah 3 tahun Permanen
tdal berlalu
4. Standar kompetensi jabatan strulktural dan fungsional 2 Tahun setelah 3 tahun Permanen
tidak berlakn
5. Analisa Jabatan dan Beban Kerja Struktural /Fungegional Tertentu/Fungsional 2 Tahun setelah 3 tahun Dinilai kembali

Uminm

tdalk berlalm




RETENSI

JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
2 3 4 5
6. Ketatalaksanaan 2 Tahun setelah 3 tahun Permanen
- Standar Operasional Prosedur (SOP)/ Prosedur Tetap (Protap) tdal berlalm

- Mekanisme Kerja/Tata Hubungan Kerja

7. Internalizas]l Reformasi Birokrasi 2 Tahun 3 tahun Muznah

KEARSIPAN

1. Adminiatraai Persuratan

a. Buku Agenda 1 Tahun 1 Tahun Dinilai kembali
b. Lembar Pengantar / Bulku Eapedisi 1 Tahun 1 Tahun Musnah
c. Formmlir/Catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/araip 1 Tahun 1 Tahun Musnah

-16-

2. Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip

a. Daftar arsip 1 Tahun setelah 1 Tahun Musnah
tdal dipergunakan

b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (gepert kegiatan fumigaesi) 1 Tahun 1 Tahun Musnah

c. Daftar pencarian arsip 1 Tahun setelah 1 Tahun Musnah

tidak dipergunakan
d. Daftar arsip informasi publik 1 Tahun setelah 1 Tahun Musnah
tdalk dipergunakan
e. Daftar arsip vital/asset 1 Talhun setelah 1 Tahun Dinilai kembali

tdalk dipergunakan

2016, No. 1485

3. Layanan Arsip (peminjaman, penggunaan arsip) 1 Tahun 1 Tahun Musnah
4. Pergetnjuan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian 2 Tahun setelah 3 tahun Permanen
Koperaei dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan
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NO.

JENIS DOKUMEN/ARSIP

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

3

5

5. Penyusutan Arsip
a. Pemindahan Arsip [nalctf
- Berita Acara Pemindshan
- Daftar Arsip yang dipindahkan

2 Tahun setelah
tdalk berlalku

3 Tahun

Musnah

b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna
- Berita Acara Pemusanahan
- Daftar Arsip yang dimusnahkan
- Rekomendasi/perimbangan/pemusnahan arsip dari Kementerian
Koperasi dan Uzaha Kecil dan Menengah

- Burat Keputuszan Pemusnahan

c. Penyerahan Aresip Statis
- Berita Acara Serah Terima Arsip
- Daftar Areip yang diserahkan

2 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

Permanen

Permanen

5. Pembinaan Kearsipan :
- Apresiasifaosialisasi/penyuluhan kearsipan flokakarya /workashop
- Bimbingan Teknis

1 Tahun

1 tahun

Muanah

HKETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAN

1. Rencana Kebutuhan Barang
a. Unit Kerja
b. Lembaga (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

1 Tahun
2 Tahun

1 Tahun
3 Tahun

Musnah
DMnilai kembali

2, Pengadaan Barang
a. Telaahan pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung

1 Talhun setelah
pemeriksaan

5 Tahun

hMuanah
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
b. Dokumen lelang 1 Talhun setelah 5 tahun Musnah
- Barang inventaris kantor/barang bergeralk, (penawaran pengumuman pemeriksaan
pemenenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima
barang)]
- Baranginvestasi (penawaran, pengiunuman pemenang, daftar rekanan,
gampal dengan kontrak dan serah terima barang)
3. Penyimpanan Barang dan Distribusl
a. Penyimpanan inventarie kekayaan negara 1 Tahun setelah 5 Tahun Musnah
- Surat bukti barang masuk pemeriksaan
- Burat bulkti pengeluaran barang
b. Pendistribuaian 1 Tahun setelah 5 Tahun Muanah
- Burat jalan pemeriksaan
4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
a. SIMAK BMN 1 Tahun =etelah tahun 2 Tahun Musnah
angegaran berakhir
b. Pembukuan BMN 2 Tahun setelah data 3 Tahun Musnah
- Daftar barang kuasa/pengguna diperbaharni
- Kartu Identitas Barang
c. Daftar Barang Ruangan 1 Tahun setelah 1 Tahun Musnah
diperbaharni
d. Inventarisasi BMMN 1 Tahun setelah 1 Tahun Muanah
- Keputusan pembentukan tim diperbaharni

- Rencana pelaksanaan inventarizasi

- Kertas Kerja inventarizasi

- Berita Acara Inventarizasi

- Daftar Inventarisasi/ Buku Barang/Daftar Barang Lainnya
- Laporan Haeil Inventarizasi
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NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP RETENST KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
e. Laporan BMN 2 Tahun setelah 3 Tahun Musnah
- Laporan Kondisl Barang diperbaharni
- Laporan Barang Kuasa Pengguina
- Berita Acara Rekonsiliasi Ekseternal dan Internal
- Laporan Persediaan Habis Pakai
- Laporan Persediaan Tidak Habis Palkal
- Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Dokumen Kepemilikan Azset /Kekayaan Kementerian Koperasi dan Usaha 1 Tahun =etelah 1 Tahun Musnah kecuali Berita
Kecil dan Menengah (Sertifikat Tanah, IMB, BPKB, STNK, Blueprint d1I) dihapuskan atau Acara Penghapusan/
dipindahtangankan Pemindahtanganan
MBN dan daftar arsip
Permanen
6. Penghapusan Barang Milik Negara (BMHN)
Pelaksanaan penghapusan BMN 2 Tahun 1 Tahun Muenah kecuali berita
-  EKeputusan pembentukan fim acara penghapusan/
- Berita Acara Penghapusan BMN pemindahtanganan
- Daftar Barang yang dihapus BMN dan daftar arsip
- Laporan hasil pelaksanaan penghapuisan BMN termasuk didalamnya permansn
proses lelang penghapusan.
7. Telekomunikas] : 1 Tahun 1 Tahun Musnah
Administrasi penggunaan/langganan peralatan telelromuinikasi
meliputi :
Telepon, fakeimili, radio, teleks, TV kabel, dan internet administrasi
pengennaan/langganan peralatan telekomunikasi
8. Perjalanan Dinas : 2 Tahun 3 Tahun Musnah

a. Dalam Negeri
b. Luar Negeri
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
2. Administrasi pengguinaan fasilitas kantor meliput : 1 Tahun 1 Tahun Musnah
Permintan dan penggninaan rang, gedung, kendaraan, wisma, rumah
dinas, dan fasilitas kantor lainnya
10. Risalah / Notulen Rapat
a. Rapat pImpinan 1 Tahun 4 Tahun Permanen
b. Rapat staf 1 Tahun 4 Tahun Dinilal kembali
11. Administraei penyediaan konsumesi dan akomodasi 1 Tahun 1 Tahun Musnah
12. Penguruean kendaraan dinas 2 Tahun 3 Tahun Musnah
- Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
- Pemeliharaan dan perbaikan
- Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
13. Pemeliharaan Gedung dan Taman
a. Pertamanan {landscaping) 1 Tahun 1 Tahun Musnah
b. Penghijauan 1 Tahun 1 Tahun Musnah
c. Perbaikan gedung 1 Tahun 1 Tahun Musnah
d. Perbaikan rumah dinas/wisma 1 Tahun 1 Tahun Musnah
e. Kebersihan gedung dan taman 1 Tahun 1 Tahun Musnah
14. Pengelolaan Jaringan Listrik, Afr, Telepon dan Komputer
a. Perbaikan / pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun Musnah
b. Pemasangan 1 Tahun 1 Tahun Musnah
15. Ketertiban dan Keamanan
a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor 2 Tahun 3 Tahun Musnah

dan rumah dinas :
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NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP RETENSI KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
- Daftar nama satuan pengamanan
- Daftar jaga / daftar piket
- Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian
- Surat ijin keluar masnlk orang atan barang
b. Laporan ketertiban dan kesmmanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah
-  Kehilangan
- Kerusalkan
- Kecelakaan
- Ganggnan
16. Administrasi Pengelolaan Parldr 1 Tahun 1 Tahun Musnah
17. Adminiatrasi Pakaian Dinas Pegawail, Satpam, Petugas Keberaihan dan 1 Tahun 1 Tahun Musnah
pegawai lainnya.
F |HUBUNGAN MASYARAKAT
1. Keprotokolan :
a. Penyelenggaraan acara kedinasan fupacara, pelantikan, peresmian, dan 1 Tahun 1 Tahun Musnah
jammuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
b. Bukn tamn 1 Tahun 1 Tahun Musnah kecuali Pejabat
MNegara, Tokoh Nasional,
Permanen
c. Agenda kegiatan pimpinan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 1 Tahun 4 Tahun Musnah
Menengah
d. Kunjungan dinae dalam dan Iluar negeri
1) Kunjungan dinas Menteri 1 Tahun 4 Tahun Permanen
2) Kunjungan dinas pejabat Eselon I 1 Tahun 4 Tahun Muanah
3) Kunjungan dinas pejabat lain /pegawai 1 Tahun 4 Tahun Musnah
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat 1 Tahun setelah 1 Tahun Musnah
diperbaharni
Dokumentasiliputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan
peristiwa-peristiwa bldang masing-masing, dalam berbagal media:
Kertas/foto/viden/rekaman suara/mult media
1) Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah 1 Tahun 1 Tahun Permanen
2] Eeelon 1 1 Tahun 1 Tahun Dinialai kemball
3) Pejabat lain/pegawai 1 Tahun 1 Tahun Musnah
Pengmmmpulan, pengolahan dan penyajian informaei kelembagaan:
a. Kliping koran 1 Tahun 4 Tahun Musnah
b. Brosur/leaflet/poster/plakat 1 Tahun 2 Tahun Musnah
c. Pengmmuman/pemberitahuan 1 Tahun 2 Tahun Musnah
Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansail
a. Hubungan antar lembaga pemerintah 2 Tahun 3 Tahun Musnah
b. Hubungan dengan organizasi sosial /LM 2 Tahun 3 Tahun Musnah
c. Hubungan dengan peruzahaan 2 Tahun 3 Tahun Musnah
d. Hubungan dengan perguruan tHngei/sekolah 2 Tahun 3 Tahun Musnah
e. Hubungan dengan pergiruan tingsl/ selkolah, termastik magang, 1 Tahun 1 Tahun Musnah
pendidikan sistemn ganda (PEG) fpralktek kerja lapangan (PKL)
i, Forwm kehumasan (Bakohumas /Perhumas) 1 Tahun 1 Tahun Musnah
g, Hubungan dengan media masea:
1) Siaran pers/konferensl pers/press release/wawancara 2 Tahun 3 Tahun Muenah kecuali Kepala
dan Pejabat Negara
Permanen
2] Kunjungan wartawan/pelipuitan 1 Tahun 2 Tahnun Musnah
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RETENSI
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
5. Dolkumen persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Ralkor
Tingkat Badan, RDP DPR/DPD R, Pidato Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
a. Bahan Sidang Kabinet 1 Tahun 4 Tahun Permanen
b. RDF OPR/DFPD RI 1 Tahun 4 Tahun Permanen
c. Rakor Tingkat badan termasuk hasil rmumusan dan transkyip 1 Tahun 4 Tahun Permanen
d. Bahan Rapat Terbatas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 Tahun 4 Tahnun Permanen
e. Pidato Menteri Koperasl dan Usaha Kecil dan Menengah 1 Tahun 4 Tahnun Permanen
1. Bahan Pidato kenegaraan Presiden bidang Koperasi dan UKM 1 Tahun 4 Tahun Permanen
6. Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal 2 Tahun 3 tahun Musanah, kecuali master
Permanen
7. Publikasl melalnl media cetak manpun elekironik 2 Tahun 3 tahun Musnah, kecuali master
Permanen
8. Pameran/sayembara/lomba/festival/pembuatan spanduk dan iklan 1 Tahun 4 tahun Dinilai kembali
2. Penghargaan f Tanda kenang-kenangan 2 Tahun 3 tahun Permanen
Administrasi pemberian penghargaan /tanda kenang-kenangan kepada
masgyarakat yang memiliki jasa prestasi besar
10. Uecapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf dll 1 Tahun 1 Tahun Musnah
11. Layanan Kehumasan 1 Tahun 1 Tahun Musnah

- Layanan Diorama

- Layanan Sadar Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah
- Layanan Informasi Publik

- Layanan Wibesite
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
¢ |KEPUSTAKAAN

1. Penyimpanan Depogit Bahan Pustaka
a. Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka depoesit 2 Tahun 3 Tahun Musnah
b. Administraei pengnlahan deposit bahan pustaka 2 Tahun 3 Tahun Musnah

2. Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka
a. Bukm induk koleksi 1 Tahun setelah 1 Tahun Dinilai kembali

tdalk dipergunakan
b. Daftar buku terselekai 2 Tahun 3 Tahun Musnah
c. Daftar bukn dalam pemesanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah
d. Daftar bulkn dalam permintaan 2 Tahun 3 Tahun Musnah
e. Daftar penerimaan bahan pustala hasil pembelian, hadiah deposit, 2 Tahun 3 Tahun Musnah
hibah
1. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus 2 Tahun 3 Tahun Musnah
g Lembar kerja pengnlahan BF (buram, pengkatalngan) 1 Tahun 1 Tahun Musnah
h. Shelt list / Jajaran kartu utama (master lat) 1 Talhun setelah 2 Tahnun Musnah
tdalk dipergunakan
i. Daftar tambahan bulkm (assesion lst] 2 Tahun 3 Tahun Musnah
j. Daftar / jajaran kendali (subyek dan pengarang) 1 Tahun =etelah 1 Tahun Musnah
diperbaharni

3. Layanan jasa perpustakaan dan informasi

a. Data dan statistil anggota, pengunjung dan peminjaman bahan 2 Tahun 3 Tahun Diniliai kembali
pustaka

b. Pertanyaan rujukan dan jawaban 1 Tahun 1 Tahun Musnah

4. Preservasi bahan pustaka
a. Survel kondiai bahan pustaka 1 Tahun 1 Tahun Musnah
b. Reprografi bahan pustalka 1 Tahun 1 Tahun Musnah
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NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP RETENSI KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
H |[TEKNOLQOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1. Rencana Strategiz / master plan Pembangunan Sistem Informasi 1 Tahun =etelah 4 tahun Permanen
Manajemen [SIM) diperbaharni

2. Dolkumentasi Arsitelctur dan Implementasi: 1 Tahun 4 tahun Dinilal kembali
- Sistem informasi
- Sistem aplikasi
- Infrastuktur

3. Perekaman dan Pemutakhiran Data : 1 Tahun 4 tahun Muanah
- Formulir isian
- Daftar petugas perekaman
- Jadwal pelaksanaan
- Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data

4. Migraei Sistem Aplikasi dan Data 2 Tahun 3 tahun Dinilal kembali
- Perencanaan migrasi
- Pelaksanaan migrasi
- Berita Acara kegiatan migrasi
- Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi
- Laporan hasil migrasi

5. Dokumen hosting 2 Tahun 3 tahun Dinilai kembali

- Formulir permintaan hosting
- Laporan hasil nji kelayakan
- Laporan pelalksanaan hosting
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RETENSI

NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
6. Layanan Back-up data digital 1 Tahun setelah 1 tahun Musnah
pelakeanaan kegiatan
7. Database 2 Tahun setelah 3 tahun Dinilai kembali
diperbaharni
8. Design Informasi dan Komunikasi 2 Tahun setelah 3 tahun Dinilai kembali
diperbaharni
2. EBEvaluasi Sistem dan Media 1 Tahun 2 tahun Musnah
1 |PENGAWASAN / INSPEKTORAT
1. Rencana Pengawasan :
a. Rencana Strategis Pengawasan 5 Tahun 5 Tahun Permanen
b. Rencana Kerja Tahunan 2 Tahun 3 Tahun Musnah
c. Rencana dan Penetapan Kinerja Talhunan 2 Tahun 3 Tahun Musnah
d. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional 2 Tahun 3 Tahun Musnah
2. Pelaksanaan Pengawasan :
a. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 2 Tahun setelah 3 Tahun Dinilai kembali
Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil tindak lanjut selesad
Ewaluasi (LHE), Laporan Aluntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI
vang memerlukan tindalk lanjut (TL)
- Laporan hagil audit investigasi (LHAI) yang mengandung unsur 2 Tahun setelah 3 Tahun Dinilai kembali

tindak pidana korapsi (TPK) dan memerhikan tindak lanjut

tindak lanjut selesal
dan mempunyai
kelmatan huknum tetap




2016, No. 1485

_27-

RETENSI
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP HKETERANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
b. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 2 Tahun 3 Tahun Muenah
Laporan Hagsil Pemerikeaan Operasional (LHPO), Laporan Hagil
Ewvaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen [LAI)
yvang tidak memerlukan tindak lanjut
- Laporan hagil andit investigasi (LHAI) yang mengandung unsur 2 Tahun setelah 3 Tahun Dinilai kemball
tindak pidana korapsal (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut tindak lanjut seleaal
dan mempunyai
kelkuatan hukum tetap
c. Laporan perkembangan penanganan surat pengadnan masyarakat 2 Tahun 3 Tahun Dinilai kemball
d. Laporan pemutakhiran data dindak lanjut temuan 2 Tahun 3 Tahun Muenah
e. Laporan perkembangan Barang Milik Negara (BMN) 2 Tahun 3 Tahun Dinilai kemball
f. Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan 2 Tahun 3 Tahun Muenah
dan review Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
£. Good Corporaie Governance (GCG) 2 Tahun 3 Tahun Permanen

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

EEPUBLIK INDONESIA,

AAGN. PUSPAYOGA




